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ABSTRAK

Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan  anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya. Salah satu unil usaha Koperasi Pegawai Negeri
(KFN) dinas pariwisata dan Kebudavaan Kota Padang adalah memberikan
fasilitas kredit pada anggotanya dengan svarat yang mudah dan bunga vang
ringan. Kemudian Koperasi Pegawai Negeri (KPN) juga memfasilitasi pembuatan
proses perjanjian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan vang berlaku.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana mekanisme dan
prosedur bagi anggota Koperasi Pegawai Neperi (KEPN) Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Padang untuk dapat memperolch pinjaman / kredit dalam
pembelian sepeda motor. 2) Bagaimana mekanisme pembayaran pinjaman / kredit
pembelian sepeda motor angpota koperasi. 3) Bagaimana bentuk kerjasama antara
koperasi dengan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Hayam Wuruk Padang,
Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang
menitikberatkan pada penelitian dilapangan untuk mendapatkan data primer,
Disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap baban - bahan kepustakaan
untuk mendapatkan data sckunder. Data yang diperoleh melalui studi dokumen
dan wawancara yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan langsung kepada
responden tentang objek vang diteliti, setelah data terkumpul kemudian dianaliza
secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Mekanisme dan
prosedur bagi anppota Koperasi Pegawal Megeri (KPN) Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Padang untuk dapat memperoleh pinjaman / kredit dalam
pembelian sepeda motor adalah harus menpajukan surat permohonan  dan
melengkapi persyaratan tertentu yang telah ditentukan oleh pihak koperasi.
Selanjutnya pihak koperasi sebagai penjamin pemberian kredit pembelian sepeda
motor, terlebih  dabuly menyeleksi anggota  koperasi yang mengajukan
permohonan kredit schelum diteruskan kepada pihak PT. BAF 2}y Mekanisme
pembayaran pinjaman / kredit dalam pembayaran uang muka permbelian sepeds
motor dengan cara pemotongan gaji perbulannya oleh pibak koperasi bekerjasama
dengan bagian keuangan dan pegawai tersebut dapat membayarkan pinjaman
melalui perolchan honor yang didapat maupun dari penghasilan-penghasilan vang
didapat dari aktivitas diluar kantor 3) Bentuk kerjasama antara Koperasi dengan
PT. Bussan Aute Finance Cabang Havam Wuruk Padang melalui pemotongan
guji pegawai perbulannya, pihak koperasi menyetorkan langsung ke PT. BAF, jadi
pegawui yang bersangkutan tidak berurusan langsung tetapi hanya berurusan
dengan pihak koperasi selaku penjamin dalam pemberian Kredil ini.



BAR 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan dan kebutuhan pokok manusia yang fariatif adalah merupakan
bagian dari perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat, Masyarakat
membutubkan bantuzn dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya tersebut,
Untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya itu, mereka
bergabung dan menjadi anggota koperasi. Koperasi sebagal organisasi rakyat vang
berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi
merupakan tata susunan ekonomi sebapai usaha bersama berdasarkan asas-asas
kekeluarpaan. Koperssi sebapal sustu usaha bersama. harus mencerminkan
ketentuan-kelentuan seperti lazimnva suaty kehidupan keluarpa, Didalam suat
kehidupan keluarga menggambarkan bahwa segala sesuaty vang dikerjakan secara
bersama-sama  yang ditujukan untuk  kepentingan bersama  seluruh anggota
keluarga, Usaha bersama berdasarkan asas kekeluarpaan ini biasanya disebut
dengan istilah gotong royong, yang mencerminkan semangat kebersamaan,

Penjelasan Pasal 33 avat (1) Undang-Undang Dasar Tahon 1945
mengandung makna bahwa kemakmuran masyarakat yang harus dintamakan
bukan kemakmuran orang seorang atau individu, dan badan usaha yang sesuai
dengan ity adalah koperasi, Sclanjutnya penjelasan Pasal 33 ayal (1) Undang-
Unidang Dasar 1945 ini dengan tegas menempatkan koperasi, baik dalam
kedudukan perckonomian  nasional maupun sebagal  bagian  integral tata

perekonomian  nasional sebagai lembaga  ckonomi yang penting. Dengan



memperhatikan kedudukan  koperasi tersebut, maka dapat dilihat Koperas
mempunyai fungsi dan peran yang sangal penting dalam membangun dan
mengembangkan potensi kemampuan ekonomi angpota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahtersan ekonomi dan
sosial. Berperan secara aktif dalam Upaya meningkatkan kualitas kehidupan
manusia dan masyarakat koperasi juga dapat memperkokoh perekonomian rakyat
schagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi
sebagai sokopgurunya.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 lentang:
Perkoperasian menvatakan "Koperasi adalah badan usaha yang berangpotakan
Lrang scorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi sekalipus scbagai perakan ckonomi rakyat yang
berdasar asas kekeluargaan™ Ini arlinya koperasi tetap konsisten dengan
tujuannya vaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan
Mmasyarakat pada umumnya, Tujuan ini dapat dibedakan dari badan y=aha lain
yang mana dalam kepiatan ckonominya  lehih mengutamakan modal dan
keuntungan, sementara koperasi bukanlah badan wsaha Yang mengutamakan
modal dan keuntungan tetapi lebih mengutamakan dan memberdayakan
aliggotanya. Koperasi mengharapkan masyarakat menjadi salah saty Angeola
koperasi  dengan  svarat  dan ketentuan  vang  mudah serta  menjanjikan
kesejahtersan anggotanya.

Menurut U. Purwanta, Koperasi merupakan badan usaha yang terdiri atas

perkumpulan yang berangpotakan orang-orang atau badan-badan yang bekerja



sama secara kekeluarpsan dalam menjalankan uwsaha, untuk meningkatkan
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya atas dasar
prinsip-prinsip  koperasi dan kacdah usaha ckonomi'. Sementara itu Ninik
Widyanti dan Sunindhia menyebutkan koperasi merupakan kumpulan orang-orang
vang bekerjasama memenuhi atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerjasama
melakukan usaha, maka dapat dibedakan dengan jelas dari badan-hedan usaha
atau pelaku kegiatan ekonomi yang mengutamakan modal. Koperasi merupakan
badan usaha yang mengutamakan faktor manusia dan bekerja sama atas dasar peri
kemanusiaan bapi kesejahteraan anggotanya’®
Salah satu bentuk usaha koperasi adalah usaha simpan pinjam (Koperasi
Kredit), Koperasi kredit merupakan koperasi yang anpgotanva setiap orang yang
mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan perkreditan, lapangan usaha
koperasi kredit terutama menerima simpanan dan memberikan pinjaman modal
kepada para anggota yang memerlukan modal dengan syarat-syarat vang mudah
dan bunga ringan. Tujuan dari koperasi kredit itu adalah-
. Membantu keperluan kredit para anggota, yvang sangat membutuhkan
dengan syarat-syaral yang ringan.
2. Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secars leratur
schingpa membentuk modal sendiri.
3. Mendidik angpota hidup berhemat, dan menyisihkan sebagian dari

pendapatan mereka.

"I, Purwanto. Petunfuk Praktis Tentang Tata Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi
di frcdoetesio, Ancka Hmu, Semarang, 1989, him |,

“Minik Widiyanti, ¥.W. Sunindhia, Kaperasi dan Perekonomian Indonesia, Rineka Cipia,
Jakarta 2(M¥3, hlm 3.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat

dismbil kesimpulan atas permasalahan vang meripakan batasan masalah dari

skripsi ini yaitu:

1.

Mekanisme dan prosedur bagi anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang untuk dapat memperoleh pinjaman /
kredit dalam pembelian sepeda motor adalah pihak nasabah harus mengajukan
permehonan kepada koperasi dan melengkapi seluruh persyaratan yang
diberikan, setelah itu pihak koperasi bekerjasama dengan bagian kevangan
melakukan analisa terhadap permohonan untuk pepawai dapat memperoleh
Fasilitas kredit.

Mekanisme pembayaran pinjaman / kredit sepeda motor Anggota Koperasi
Pegawai Negeri (KP'N) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Padang
adalah melalui pemotongan gaji  perbulannya  disamping  pembayaran
anggsuran kredit perbulannya dan dapat dibayarkan dengan perolehan honor /
uang tambahan dari kegiatan / aktifitas si pegawai baik vang dari kantor,
maupun yang didapat dari usaha luar. Jangka waktu pelunasan harus tepat, bila
tidak dalam jangka waktu pelunasan, gaji si pegawai tetap dipotong beserta
anggsuran pembelian sepeda motornya sampai pembayaran lunas,

Bentuk kerjasama antars Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kota Padang dengan PT. BAF. Cabang Hayam Wuruk
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Padang, Pelaksanaan pembayaran angsuran kredit perbulan vang disetorkan
oleh pihak koperasi ke PT. Bussan Auto Finance Cabang Havam Wuruk
Padang melalui pemotongan gaji pegawai perbulannya, pihak koperasi
menyetorkan langsung ke FT. BAF, jadi pegawal yang bersanpkutan tidak
berurusan langsung tetapi hanya berurusan dengan pihak koperasi selaku
penjamin dalam pemberian kredit ini.

Sebelum pelunasan cicilan kredit oieh pihak nasabah, maka BPKR sepeda
motor tersebut masih dipegang olch pihak PT. BAF Cabang Hayam Wuruk
Padang sampai pembayaran kredit lunas. Sectclah pembayaran kredit lunas
maka PT, BAF akan menyerahkan BPKB sepeda motor ke koperasi vang
selanjutnya diserahkan kepada pegawai (anggota koperasi) dengan demikian

maka berakhirlah perjanjian.

. Saran-saran

Pada akhir skripsi ini penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

Kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Rota Padang agar dalam memberikan kesempatan kredit kepada anggots
untuk tidak memberikan syarat-syarat yang terlalu memberatkan kepada
anggota untuk memperoleh fasilitas kredit. Dalam melakukan analisa terhadap
calon penerima kredit betul-betul dilakukan secara jujur dan selektif sehingga
anggola yang memperoleh kredit betul-betul mampu dalam  membayar
angsuran hutangnya dalam artian tidak memberatkan dalam kehidupan

perekonomiannys.
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